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PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI 
 

NOMOR 39 TAHUN 2020 

 

TENTANG 

 
PEDOMAN UMUM IMPLEMENTASI STRATEGI  

SATU WILAYAH SATU PENJAMIN ATAU ONE REGION ONE OFFTAKER 

 
 

WALI KOTA SUKABUMI, 

 
Menimbang    : bahwa dalam rangka peningkatan kesejahteraan 

petani dan peningkatan partisipasi pemilik lahan 

pertanian dalam Program Perlindungan Lahan 
Pertanian Pangan Berkelanjutan Kota Sukabumi 

melalui Implementasi Strategi Satu Wilayah Satu 

Penjamin atau One Region One Offtaker, perlu 
ditetapkan Pedoman Umum Implementasi 

Strategi Satu Wilayah Satu Penjamin atau One 
Region One Offtaker dengan Peraturan Wali Kota 

Sukabumi; 
 

 

 
 

Mengingat…. 
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Mengingat  : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan 

Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 

14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang 

Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 

Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang 

Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di 
Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 551); 
 

2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang 

Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6573); 
 

3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang 

Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5068) sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 

Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6573); 

 

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang 

Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 

2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 

5. Undang-Undang... 
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5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang 
Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 

131, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5433); 
 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5578) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 
 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1995 
tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya 

Daerah Tingkat II Sukabumi dan Kabupaten 

Daerah Tingkat II Sukabumi (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 8); 
 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 

tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5680); 
 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2019 

tentang Jaminan Luasan Lahan Pertanian 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6389); 
 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 

tentang Keamanan Pangan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 249, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6442); 
11. Peraturan... 
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11. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 1 

Tahun 2016 tentang Perlindungan Lahan 

Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran 
Daerah Kota Sukabumi Tahun 2016 Nomor 

1); 

 

12. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 9 
Tahun 2016 tentang Pembentukan 

Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota 

Sukabumi Tahun 2016 Nomor 9); 
 

13. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 9 

Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan 
Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kota 

Sukabumi Tahun 2019 Nomor 9); 

 
 

Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 

16/PERMENTAN/ SR.230/4/2018 tentang 

Fasilitasi Kredit Usaha Rakyat Sektor 
Pertanian;  

 

2. Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 33 
Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas 

Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas 

Ketahanan Pangan, Pertanian, dan 
Perikanan Kota Sukabumi (Berita Daerah 

Kota Sukabumi Tahun 2016 Nomor 33); 

 
3. Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 8 

Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Lahan 

Pertanian Pangan Berkelanjutan (Berita 

Daerah Kota Sukabumi Tahun 2018 Nomor 
8); 

 

4. Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 9 
Tahun 2018 tentang Penetapan Dan Alih 

Fungsi Lahan Pertanian Pangan 

Berkelanjutan  (Berita Daerah Kota 
Sukabumi Tahun 2018 Nomor 9); 

5. Peraturan.... 
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5. Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 10 

Tahun 2018 tentang Insentif Perlindungan 

Lahan Pertanian (Berita Daerah Kota 
Sukabumi Tahun 2018 Nomor 10); 

 

 

MEMUTUSKAN: 
 

 

MENETAPKAN : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN 
UMUM IMPLEMENTASI STRATEGI SATU 

WILAYAH SATU PENJAMIN ATAU ONE REGION 
ONE OFFTAKER. 

 

 

Pasal 1 
 

(1) Pedoman umum Implementasi Strategi Satu 

Wilayah Satu Penjamin atau One Region One 
Offtaker yang selanjutnya disebut One Roof 
merupakan acuan dalam pelaksanaan 

strategi satu wilayah satu penjamin atau one 
region one offtaker. 

  

(2) Pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) tercantum dalam Lampiran yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Wali Kota ini. 

 

Pasal 2 
 

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada 

tanggal diundangkan. 
 

 

 
 

 

Agar… 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan 

penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sukabumi. 
 

Ditetapkan di  Sukabumi 

pada tanggal 25 September 2020 

 
WALI KOTA SUKABUMI, 

 

ttd. 
 

ACHMAD FAHMI 

 
 

Diundangkan di Sukabumi  

pada tanggal 25 September 2020 
 

SEKRETARIS DAERAH 

KOTA SUKABUMI, 

 
ttd. 

 

DIDA SEMBADA 
 

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI TAHUN 2020 NOMOR 39 

 
Salinan sesuai dengan aslinya 

 

KEPALA BAGIAN HUKUM 
SETDA KOTA SUKABUMI 

 

 

 
 

 

          LULU YULIASARI 
NIP. 19710703 199703 2 002



 

 

 


